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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 43 /520/SK-PSP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEN ILAIAN PENYULUH TELADAN (STAF LAPANGAN)
DAN PETANI TELADAN
KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DE VELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
TAHUN 2019

DINAS TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

. Menimbang ' a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan
kinerja Penyuluh Teladan (Staf Lapangan) dan Petani
Teladan disektor pertanian diberikan penghargaan atas
prestasi dan keberhasilan dalam pembangunan dibidang
pertanian dimasing-masing wilayah Daerah Irigasi (DI)
Kegiatan Loan IPDMIP lingkungan Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Pesisir Selatan diperlukan Tim Penilaian Penyuluh
Teladan (Staf Lapangan) pada Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa dalam rangka melakukan penilaian sebagaimana
dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan Tim
Penilaian dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Pesisir Selatan;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah  Provinsi Sumatera  Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3046); '




. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang
Tata Pengaturan Air;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4624);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887};

9. Peraturan Pemeriniah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48359j;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang

Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5117);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5230);
enteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999
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' 19, Peraturan ~ Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor
17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi
Irigasi;
20.Peraturan Menteri Pekerjoan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan
dan Pengelolaan Sistem Irigasi,

21.Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 09
tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;

22 Peraturan bupati pesisir selatan nomor 39 tahun 2016
tentang kedudukan,susunan organisasi,tugas
pokok,fungsi,tata kerja dan wuraian tugas jabatan
stuktural dinas tanaman pangan hortikultura, dan
perkebunan kabupaten pesisir selatan,

23.Peraturan bupati pesisir selatan nomor 95 tahun 2018
tentang penjabaran anggran pendapatan belanja daerah
kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;

24.Keputusan bupati pesisir selatan nomor
900/43/Kpts/BPT-PS.2019 tentang penunjukan
.’ penggunaan anggaran,kuasa pengguna anggaran,
bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan
bendahara pengeluaran pembantu di lingkup pemeriniah
daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2019;

Menetapkan

KESATU . Tim Penilai Penyuluh Teladan (Staf Lapangan) dan Petani
Teladan Kegmtnn Loan IPDMIP di Kabupaten Pesisir Selatan
: 2019 sebagaimana tercantum pada
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